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Salah satu mekanisme yang disediakan KUHAP dalam menjamin perlindungan
akan hak asasi menusia, ketidakpastian hukum dan keadilan adalah melalui
Praperadilan. Salah satu putusan praperadilan adalah mengabulkan permohonan
penghentian penyidikan sebagai tersangka tindak pidana penyerobotan lahan dan
kerusakan adalah putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN BBu. Permasalahan
penelitian ini adalah : Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan tidak sahnya penghentian penyidikan oleh penyidik dalam putusan
praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN BBu dan Bagaimanakah proses hukum
terhadap tersangka setelah adanya putusan praperadilan  Nomor
1/Pid.Pra/2019/PN BBu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Narasumber terdiri dari Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Blambangan
Umpu Kelas 11, Kasat Reskrim Polres Way Kanan, Penasehat Hukum dari Pihak
Pemohon dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan
data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan
secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan: (1) Dasar pertimbangan hakim
terhadap dikabulkannya permohonan praperadilan terhadap penghentian
penyidikan dalam putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN BBu. Adalah penghentian
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Way Kanan adalah tidak sah,
karena alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan karena mengunakan
asas subsideritas dan dihentikan demi hukum namun didalam persidangan
penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada
jaksa/penuntut umum yang telah ditentukan oleh Pasal 109 Ayat (1) KUHAP
adalah salah satu dasar yang dilakukannya penyidikan, sebagaiman dimaksud
dalam Pasal 4 Perkap Nomor: 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana yang kemudian lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 130/PUU-XI11/2015. (2) Setelah adanya putusan praperadilan
Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN BBu hakim memerintah penyidik untuk melanjutkan
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penyidikan terhadap Inisial BS, penyidik polres way kanan mengeluarkan Surat
perintah Penyidikan terhadap Inisial BS sebagaimana terdapat Surat Ketetapan
Nomor: SP.Sidik/30.a/111/2019/Reskrim tertanggal 20 Maret 2019 yang belum
tentu Inisial BS akan ditetapkan tersangka dalam tindak pidana penyerobotan
lahan dan perusakan.

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Pemerintah dan DPR disarankan
perlu segera melakukan amademen KUHAP khusus terkait penambahan obyek
praperadilan sesuai dengan putusan MK dan pengaturan hukum acara bagi
praperadilan secara lebih jelas, khusunya yang berkaitan dengan praperadilan atas
sah/tidaknya penghentian penyidikan. (2) Polisi selaku penyidik agar lebih
berhati-hati atau lebih cermat dalam menangani setiap perkara yang ditanganinya
atau harus mendasar pada perundang-undangan berlaku. Karena menurut penulis
jika putusan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada penegak hukum,
yang menyatakan bahwa proses yang dilakukan penegak hukum adalah tidak sah
menurut hukum, akan mengakibatkan pada kewibawaan penegak hukum dalam
menjalani tugasnya.
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